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ABSTRAK 

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA BANDAR JUDI TOGEL                

DI NATAR LAMPUNG SELATAN                                                                                                            

(Putusan Nomor: 326/Pid.B/2022/PN.Kla) 

 

Oleh                                                                                                                         

Rolenza Sijabat 

Perjudian togel telah mengalami evolusi signifikan dengan adanya transformasi ke 

arah platform daring. Perubahan ini menciptakan paradigma baru dalam dunia 

perjudian, khususnya dengan adanya peran bandar togel yang beroperasi secara 

online. Berdasarkan hal di atas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini 

adalah, bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku bandar judi togel di 

Natar Lampung Selatan berdasarkan putusan No. 326/Pid.B/2022/PN.Kla dan 

bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana bandar judi togel 

di Natar Lampung Selatan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, jenis 

dan sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat analisis. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer yang menggunakan 

metode wawancara dan sumber hukum sekunder yakni literatur atau kepustakaan 

dan peraturan perundang-undangan serta buku yang berkaitan dengan pokok materi 

berkaitan dengan bahasan yang penulis bahas dalam penelitian serta sumber hukum 

tersier yang mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan penegakan hukum  

pidana bandar judi togel di Natar Lampung Selatan  berdasarkan Putusan Nomor 

326/Pid.B/2022/PN.Kla bermula pada tahap formulasi yang telah dirumuskan 

dalam Undang-Undang, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum bermula pada 

kepolisian yang melakukan penyidikan, kejaksaan melakukan penuntutan dan di 

pengadilan hakim yang mengadili, memberi putusan, lalu tahap eksekusi yaitu 

tahap penegakan hukum secara konkret di lembaga pemasyarakatan. 

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana bandar judi togel di Natar 

Lampung Selatan terbukti efektif. Hal ini dapat dilihat dari data kasus perjudian 

yang mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2024. Kesimpulan ini 

menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang diimplementasikan telah 

berhasil dalam mengurangi insiden perjudian, menciptakan dampak positif 

terhadap masyarakat, dan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih teratur dan 

terkendali. 
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Rolenza Sijabat 

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain aparat penegak hukum hendaknya 

meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pihak kepolisian maupun 

kementrian atau lembaga terkait yang berkompeten agar dilakukan pemblokiran 

atau pemutusan akses terhadap website-website yang mengandung konten 

perjudian, dalam rangka upaya penegakan hukum sehingga fungsi hukum pidana 

dapat berjalan dengan semestinya. Selain itu perkuat edukasi, terapkan peraturan 

ketat di setiap daerah untuk mengurangi praktik perjudian, meningkatkan 

efektivitas penegak hukum, dan menciptakan kesadaran akan dampak negatifnya  

sehingga dapat mengurangi partisipasi dalam aktivitas tersebut. 

 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pidana, Judi online 
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"Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam 

segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan 

syukur" 

(Filipi 4:6) 

 

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa 

kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa” 

(Ridwan Kamil) 

 

"Mengucap syukur dalam segala hal, bersukacita senantiasa dan tetaplah berdoa" 

(Rolenza Sijabat) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Pasal 1 

telah dianggap sebagai kejahatan yang memerlukan pertanggungjawaban pidana 

terhadap para pelakunya. Upaya memberantas dan menghambat kasus perjudian 

yang sering terjadi di masyarakat menjadi tujuan utama dalam penerapan hukum 

terkait dengan praktik perjudian ini. Salah satu bentuk perjudian yang unik dan 

memiliki kedekatan dengan nilai dan budaya adalah togel. Togel merupakan bagian 

dari budaya yang mengandung sejumlah sistem budaya dan makna budaya yang 

khas. Awal mula kemunculan judi togel dapat ditelusuri dari undian lotere yang 

sudah ada sebelum kemerdekaan, dan pada era pasca kemerdekaan pada tahun 

60an, judi togel juga dikenal dengan nama lotere totalisator atau loto.1   

Penertiban perjudian menjadi sangat penting untuk menghindari dampak negatif 

dari praktik ilegal ini. Praktik perjudian yang tidak terkendali dapat menyebabkan   

ketidakstabilan sosial, kerugian finasial bagi individu dan keluarga, penyalaguna 

                                                             
1 Putra, Y. K. (2020), Analisis Yuridiksi Pemidanaan Terhadap Pelaku Judi Togel (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Nomor 249/PID.B/2018/PN TRG). Doctoral Dissertation: Universitas 

Nasional, Hlm. 1. 
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dana untuk tujuan yang merugikan. Oleh karena itu, Undang-Undang dan peraturan 

terkait perjudian telah dibuat untuk mengatur dan mengawasi aktivitas ini, sehingga 

diharapkan dapat mencegah perilaku perjudian yang merugikan masyarakat. 

Penting untuk mencatat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak 

pidana perjudian harus berlaku secara adil dan proporsional. Selain itu, upaya 

pencegahan dan rehabilitasi juga penting untuk melibatkan pelaku dan korban 

perjudian dalam proses pemulihan. Pendekatan holistik yang mencakup edukasi, 

dukungan sosial, dan bantuan rehabilitasi dapat membantu mengurangi tingkat 

praktik perjudian ilegal di masyarakat.2 

Menghadapi permasalahan perjudian togel, diperlukan pemahaman yang mendalam 

tentang akar masalah dan faktor-faktor pendorongnya. Selain itu, sinergi antara 

lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat luas menjadi kunci untuk 

mencapai hasil yang efektif dalam memberantas praktik perjudian ilegal. Di tengah 

perkembangan zaman dan  teknologi, penerapan hukum terkait perjudian juga harus 

beradaptasi untuk mengatasi bentuk-bentuk perjudian online yang semakin 

berkembang. Regulasi yang efektif dan ketat diperlukan untuk mengawasi praktik 

perjudian online dan melindungi masyarakat dari potensi risiko dan penipuan. 

Dengan adanya kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian ilegal dan 

komitmen bersama dari berbagai pihak, diharapkan penanganan kasus perjudian, 

termasuk kasus bandar judi togel di Natar Lampung Selatan dapat menjadi efektif. 

Upaya penegakan hukum yang tepat dan pencegahan yang berkelanjutan menjadi 

                                                             
2 CPM Jayanti, (2019), Analisis Surat Dakwaan No. REG. PERK. PDM26/SMG/Epp.2/12/2017 

Dalam kasus Tindak Pidana Judi Togel Online Singapura, UNIKA Soegijapranata 

Semarang:Doctoral Dissertation, Hlm. 2. 



3 

    
 

kunci dalam menciptakan masyarakat yang bebas dari praktik perjudian ilegal dan 

dampak negatifnya. Perjudian ilegal telah menjadi permasalahan serius di berbagai 

wilayah Indonesia, termasuk di Lampung Selatan. Meskipun pemerintah telah 

berusaha keras untuk melarang praktik perjudian, namun bandar-bandar judi terus 

mencari celah dan beroperasi secara ilegal, merugikan masyarakat dan menciptakan 

masalah sosial yang serius. Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten yang 

terletak di Provinsi Lampung. Wilayah ini memiliki beragam potensi dan keindahan 

alam, namun masalah perjudian ilegal telah merusak citra daerah tersebut. 

Pesatnya perkembangan masyarakat, teknologi dan informasi pada saat ini, dan 

umumnya sulit di ikuti sektor hukum telah menyebabkan orang berpikir ulang 

tentang hukum. Dengan mulai memutuskan perhatianya terhadap interaksi antara 

sektor hukum dan masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan. Namun masalah 

kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu faktor terpenting dari 

efektivitas suatu hukum yang diperlakukan dalam suatu negara. Ketika kita ingin 

mengetahui sejauh mana efektivitas hukum dapat diukur maka kita juga harus tau 

sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak. Jika suatu hukum telah ditaati oleh 

sebagian besar target maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut efektif. 

Namun sebenarnya ditaati atau tidaknya suatu hukum tergantung pada kepentingan 

seseorang. Dan kepentingan tersebut bersifat macam-macam.  

Contoh kasus perkara pidana No. 326//Pid.B/2022/PN.Kla bahwa terdakwa M 

Godlief Sirait pada hari 27 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wib atau pada suatu 

waktu lain di bulan Agustus tahun 2022, bertempatan di jalan umum Dusun Sitara 

Desa Muara Putih Kecamatan Natar Lampung Selatan, atau setidak-tidaknya 
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disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 

Kalianda Lampung Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, 

dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi 

dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam 

suatu perusahaan. 

Pada awalnya terdakwa mendaftarkan disitus JUDI ONLINE LION TOTO setelah 

itu terbuka aplikasinya kemudian terdakwa klik dan terdapat tulisan HOME dan 

DAFTAR sehingga terdakwa membuka di daftarnya setelah itu terdakwa mengisi 

kolom identitas yaitu USERNAME: “NATARSIRAIT”, PASSWORD: MAN25, 

EMAIL: Mangisi25sirait@gmail.com, BANK: menggunakan rekening milik 

terdakwa sendiri Bank BNI atas nama “M, GODLIEF SIRAIT” dengan Nomor 

Rekening “0447381102” setelah itu terdakwa terdaftar di aplikasi judi online Lion 

Toto dengan nama akun “NATARSIRAIT”. Setelah memiliki akun togel Lion Toto 

disitus tersebut lalu terdakwa bercerita kepada kawan-kawan terdakwa pada saat 

nongkrong di Lapo bahwa terdakwa memiliki akun togel dan menerima pasangan 

angka togel. Adapun cara permain togel tersebut yaitu orang-orang yang hendak 

memasang nomor togel menghubungi terdakwa dan mengirimkan nomor-nomor 

yang mau dipasangkan melalui pesan WhatsApp, dan pasangan tersebut yaitu 2 

(dua) angka sampai 4 (empat) angka, lalu pasangan-pasangan nomor judi togel 

tersebut terdakwa masukan secara online melalui situs Lion Toto terdakwa, lalu 

terdakwa masukan ke permainan judi togel dari negara Singapura, atau negara 

Hongkong, negara Australia, tergantung permintaan dari orang-orang yang akan 

memasangnya. Untuk pembayaran nomor judi togel dari pemasang yaitu pada saat 

memesan nomor judi togel. Pemasang nomor dapat langsung membayar secara 

mailto:Mangisi25sirait@gmail.com
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tunai pada terdakwa ataupun membayar belakangan, dan untuk menyetorkan uang 

ke Lion Toto yaitu langsung di potong oleh Lion Toto dari saldo terdakwa yang ada 

di rekening Bank BNI milik terdakwa. Untuk judi togel dari negara Singapura 

dibukanya yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, dan tutup pada 

jam 17.30 Wib setiap harinya, sedangkan untuk judi togel dari negara Hongkong 

bukanya setiap hari dan tutup setiap jam 23.00 Wib. Dan dari negara Australia 

bukanya setiap hari dan tutup pada jam 13.30 Wib. 

Terdakwa memberikan kepada pemasangannya sebesar Rp350.000 (tiga ratus ribu 

rupiah)  sehingga dirinya mendapatkan keuntungan Rp50.000 (lima ribu rupiah) 

dan kalau 4 (empat) angka dari Lion Toto dirinya mendapatkan sebesar 

Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan dirinya menyerahkan kepada pemasangannya 

sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan 

keuntungan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)  apabila tidak ada satupun 

pemasang yang pasangannya keluar, terdakwa tetap mendapatkan keuntungan. 

karena setiap kemasan yang menyetorkan kepada terdakwa, dari nilai pasangan per 

Rp1000,00 (seribu rupiah), dirinya mendapatkan uang sebesar sebesar Rp140,00 

(seratus empat puluh), jika memasang memasang pasangan dengan nilai 

Rp2.000,00 (dua juta rupiah) terdakwa mendapatkan Rp280,00 (dua ratus delapan 

puluh)  dan jika pasangan dengan nilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) terdakwa akan 

mendapatkan Rp420,00 (empat ratus dua puluh rupiah) jika pasangan dengan nilai 

Rp4.000,00 terdakwa Mendapatkan Rp560,00 (lima ratus enam puluh) dan jika 

pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) terdakwa mendapatkan Rp700.000 

dan jika pasangan dengan nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa 

mendapatkan sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan apabila tidak ada satupun 
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pemasang yang nomor pasangannya keluar, terdakwa tetap mendapat keuntungan. 

Terdakwa melakukan permainan judi online akun Lion Toto sejak satu tahun yang 

lalu. Uang dari hasil togel tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari 

karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan. Permainan perjudian pasang nomor 

togel (Toto gelap) yang dilakukan terdakwa tersebut dapat memberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk ikut bermain didalamnya dan permainan judi tersebut 

bersifat untung-untungan serta permainan judi yang diselenggarakan oleh terdakwa 

tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. 

Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 

1. Uang tunai sebesar Rp5.802.000 (lima juta delapan ratus dua ribu rupiah) 

2. ⁠1 (Satu) unit HP OPPO Reno enam warna biru lembayung 

3. ⁠1 (Satu) unit HP VIVO 1609 warna putih 

4. ⁠1 (Satu) kartu ATM bank BNI 

5. ⁠1 (Satu) bundel rekening korban Bank BNI an M Godlief Sirait dengan nomor 

rekening 044738 1102 

6. ⁠5 (Lima) lembar screenshoot pemasang yang memasang angka melalui pesan 

WhatsApp saudara M. Godlief Sirahit 

7. ⁠1 (Satu) lembar fotocopy legalisir identitas M Godlief Sirait, buku tabungan 

Bank BNI M Godlied Sirait,  ATM bank BNI yang ditandatangani dan di beri 

cap oleh pihak bank BNI Cabang Natar 

Berdasarkan hal tersebut perlu untuk membahas dan melakukan penelitian 

mengenai pengaturan yang diberlakukan didalam tindak pidana perjudian,  Praktik 

perjudian ilegal di Natar menyedot banyak perhatian dan mendapat sorotan dari 

pihak berwenang. Maka dari itu penulis tertarik menulis skripsi dengan judul 

“Analisis Penegakan Hukum Pidana Bandar Judi Togel Di Natar Lampung Selatan 

(Putusan Nomor: 326/Pid.B/2022/PN.Kla)” 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian  

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka adapun permasalahan yang akan penulis 

teliti adalah sebagai berikut:  

a. Bagaimana penegakan hukum pidana bandar judi togel di Natar Lampung 

Selatan berdasarkan Putusan No. 326/Pid.B/2022/PN.Kla? 

b. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana bandar judi 

togel di Natar Lampung Selatan?  

2. Ruang Lingkup Penelitian  

Mengingat banyaknya perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 

perjudian dan luasnya wilayah Lampung Selatan, maka dalam rangka efektifitas 

dan efesiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian. Dalam 

hal ruang lingkup subtansi Polsek Natar, subtansi Polres Lampung Selatan, dan 

Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, serta dosen bagian hukum pidana. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk: 

a. Untuk mengetahui tentang bagaimana penegakan hukum pidana bandar judi 

togel serta peran pelaku  bandar judi togel di Natar Lampung Selatan.  

b. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penegakan hukum yang di lakukan 

terhadap tindak pidana bandar judi togel di Natar Lampung Selatan.   
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2. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini pada akhirnya dapat berguna baik secara teoritis dan praktis, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 

literatur yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin 

mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang kajian hukum dan penulisan ilmiah 

bidang hukum selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan 

ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana khususnya. 

b. Secara praktis, membantu penegak hukum dan pihak berwenang dalam 

mengidentifikasi solusi yang lebih efektif dalam menangani kasus perjudian 

ilegal. Hal ini dapat berimplikasi pada pengembangan atau perbaikan kebijakan 

hukum yang berkaitan dengan perjudian, menciptakan upaya pencegahan yang 

lebih cerdas, dan meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis digunakan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, 

sehingga selalu berpedoman pada kerangka berpikir yang dijadikan sebagai acuan 

agar mencegah terjadi penyimpangan terhadap objek penelitian ataupun kearah 

yang tidak relevan sebagaimana kita tahu kerangka teoritis adalah konsep-konsep  

yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada 

dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang 

dianggap relevan oleh peneliti.  
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a. Teori Penegakan Hukum 

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang 

diambil untuk mengimplementasikan berbagai perangkat hukum dengan tujuan 

memberlakukan sanksi hukuman guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan 

yang telah ditetapkan, sedangkan menurut Satjipto Rahaja3 Penegakan hukum 

adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-

pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum 

menjadi kenyataan. Negara yang sedang dalam proses pembangunan tidak hanya 

memandang hukum sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas 

semata. Hukum juga dianggap sebagai instrumen yang mampu mengarahkan 

perubahan atau transformasi dalam masyarakat, sebagaimana dipaparkan oleh 

Roscoe Pound salah seorang tokoh Sosiological Jurispridence. Politik hukum 

pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi 

kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional.4  

Penegakan hukum pidana, bila dipandang melalui perspektif kebijakan, pada 

dasarnya merupakan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan beberapa tahap 

esensial, meliputi:  

a) Tahap formulasi, di mana penegakan hukum secara abstrak dilakukan oleh 

badan pembuat Undang-Undang, tahap ini dikenal sebagai tahap legislatif. 

                                                             
3 Satjipto Raharja, (1983), Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, hlm.24.  
4 Muladi, (2011), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 

173.  
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b) Tahap aplikasi, yang melibatkan penerapan hukum pidana oleh aparat penegak 

hukum, mulai dari kepolisian hingga proses pengadilan; tahap ini dikenal 

sebagai tahap kebijakan yudikatif.  

c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh 

aparat penegak hukum, tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif 

atau administrasi.5 

 

b. Teori Efektivitas Hukum 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya 

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait 

dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya 

dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi 

kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak 

adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Efektivitas hukum 

menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti 

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan 

sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan.6 Kata “efektif” berasal dari bahasa inggris yaitu effecctivel yang 

artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga 

di artikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya 

akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut 

                                                             
5 Muladi, (1995), Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 

Semarang, hlm. 13-24.  
6 Sabian Usman, (2009), Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Hlm. 13. 
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kamus besar bahasa Indonesia.7 Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan 

dimana diperankan untuk memantau. Efektivitas Hukum menurut Hans Kelsen 

adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk 

menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah 

sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. 

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang 

keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan 

penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi : 8 

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum  

b. Kegagalan dalam pelaksanaannya  

c. Faktor yang mempengaruhinya 

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah 

tercapai. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. 

Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun 

penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam 

implementasinya. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat dalam melaksanakan aturan 

hukum tersebut. 

a. Aspek keberhasilannya  

b. Aspek kegagalannya 

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur 

hukum, dan kultur hukum. Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut 

                                                             
7 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2002), Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 284. 
8 Hans Kelsen,(2006),  Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung: Penerbit Nusa Media, 

Hlm. 39. 
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ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu 

sendiri. Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena 

norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat penegak hukum yang korup, atau 

masyarakat yang tidak sadar atau taat pada norma hukum tersebut. 

Menurut  Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan 

oleh 5 (lima) faktor yaitu :9 

1. Faktor Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam 

praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum 

dan keadilan Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan 

keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu 

perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan 

itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum 

setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata 

dilihat dari sudut hukum tertulis. 

2. Faktor Penegakan Hukum dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau 

kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika 

peraturannya sudah baik, tetapi kualitas petugas penegak hukumnya kurang 

baik, maka akan menimbulkan permasalahan dalam penegakkan hukumnya. 

Selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk 

mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya hukum 

diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Namun, 

dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau 

                                                             
9 Soerjono Soekanto, (2007), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, Hlm. 5. 
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perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang 

dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan 

oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung mencakup perangat lunak dan 

perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak 

dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-

alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas 

pendukung mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan 

hukum. tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin 

penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang 

aktual. 

4. Faktor Masyarakat Penegak Hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 

untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau 

kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. persoalan yang 

timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, 

sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, 

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. 

5. Faktor Kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam hidup 

bermasyarakat. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-

konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) 

dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Hukum mempunyai 

pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong 

terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan 
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sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social 

engineering atau social planning. 

Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perilaku masyarakat, maka hukum 

harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat 

komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta 

pe llelmbagaan hulkulm. Komu lnikasi hulkulm telrse lbult dapat dilakulkan selcara formal 

yaitu l, mellaluli sulatul tata cara yang te lrorganisasi delngan re lsmi. 

Soe lrjono Soe lkanto melnge lmulkakan, bahwa su latul sikap tindak pelrilakul hulkulm 

dianggap e lfe lktif, apabila sikap tindakan atau l pelrilakul lain melnuljul pada tuljulan yang 

dikelhe lndaki, artinya apabila pihak lain te lrse lbult melmatulhi hulkulm. Ulndang-ulndang 

dapat melnjadi elfe lktif jika pelranan yang dilaku lkan peljabat pelne lgak hulkulm se lmakin 

melnde lkati apa yang diharapkan ole lh Ulndang-Ulndang dan se lbaliknya me lnjadi 

tidak elfe lktif jika pelranan yang dilaku lkan olelh pe lne lgak hulkulm jaulh dari apa yang 

diharapkan ulndang-ulndang. E lfe lktivitas hu lkulm melrulpakan sulatul te lori yang 

melngkaji implelme lntasi dari sulatul ke lte lntulan hu lkulm yang be lrlakul dalam 

masyarakat, apakah masyarakat su ldah be lrbulat se lsulai delngan hulkulm yang be lrlakul 

telrse lbult dan apakah hulkulm yang dibu lat dan dibelrlakulkan telrse lbult tellah telrcapai 

tuljulan dan maksuldnya. 
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2. Konseptual  

Konse lptulal adalah kelrangka yang me lnghulbulngkan dan me lnggambarkan konse lp-

konse lp khulsuls yang me lrulpakan kulmpullan dari arti yang be lrkaitan delngan istilah-

istilah yang akan dite lliti. Maka dalam kelrangka konse lptulal pelnullis melngulraikan 

pe lnge lrtian yang be lrhulbulngan de lngan pe lnullisan proposal skripsi ini se lhingga  

melnjadi pelmahaman ataul pe lnafsiran yang be lrbagai macam dan ditulnjulkan ulntulk 

melmbe lrikan pelmahaman yang je llas. Maka belbelrapa istilah yang digu lnakan dalam 

pe lnullisan skripsi ini adalah:  

a. Analisis 

Analisis adalah pelngulraian su latul pokok atas belrbagai bagiannya dan 

pe lnellaahan bagian itul se lndiri, se lrta hulbulngan antar bagian u lntu lk me lmpelrole lh 

pe lnge lrtian yang te lpat dan pe lmahaman arti ke lse llulrulhan. Hasil analisis 

diharapkan dapat melmbantul melningkatkan pelmahaman selrta melndorong 

pe lngambilan kelpultulsan.  

b. Pe lne lgakan Hu lkulm  

Pe lne lgakan hu lkulm adalah prosels dilakulkannya u lpaya ulntulk telgaknya atau l 

be lrfulngsinya norma-norma hu lkulm se lcara nyata se lbagai pe ldoman pelrilakul 

dalam lalul lintas ataul hulbulngan-hulbulngan hu lkulm dalam kelhidulpan 

be lrmasyarakat dan belrne lgara. Pe lne lgakan hu lkulm dalam arti lulas, prose ls 

pe lnelgakan hu lkulm itul mellibatkan selmula sulbjelk hulkulm dalam seltiap hulbulngan 

hulkulm. Dalam arti selmpit, dari selgi sulbje lknya itu l, pe lne lgakan hu lkulm itul hanya 

diartikan se lbagai u lpaya aparatulr pe lne lgak hulkulm telrte lntul ulntulk me lnjamin dan 

melmastikan bahwa sulatul atulran hu lkulm belrjalan selbagaimana selharulsnya. 
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c. Pidana  

Me lnulrult Suldarto, yang dimaksu ld de lngan pidana adalah pe lnde lritaan yang 

se lngaja dibelbankan kelpada orang yang me llakulkan pelrbulatan yang me lme lnulhi 

syarat-syarat te lrtelntul.10  

d. Bandar Juldi Togell 

Bandar ju ldi toge ll adalah orang atau l ke llompok yang me lngatulr dan me lnge llola 

pe lrjuldian togell. Toge ll adalah salah satul be lntulk pelrjuldian yang be lrbasis pada 

angka-angka yang dipilih olelh pe lmain.  

e. Natar Lampu lng Se llatan  

Natar adalah selbulah kelcamatan yang te lrle ltak di kabulpateln Lampu lng Se llatan, 

provinsi Lampu lng dengan luas 16,5 km2 dan jumlah penduduk 15,773 jiwa.11 

E. Sistematika Penulisan 

Se lsulai de lngan pe ldoman pelnullisan skripsi, maka pe lnullisan akan melmbagi skripsi 

ini dalam lima bab, yang mana antaranya bab satu l delngan bab sellanjultnya disu lsuln 

se lcara sistelmatis, dan logis. Dalam se ltiap bab telrdiri su lb-sulb pe lmbahasan, ulntulk 

lelbih jellasnya siste lm pe lnullisan skripsi ini se lbagai be lrikult: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini be lrisi telntang latar bellakang pe lne llitian, rulmulsan masalah, tuljulan 

pe lnellitian, manfaat pelne llitian, kelrangka te lori, dan sistelmatika pelnullisan. 

 

 

                                                             
10 Dona R.M, dan Diah G.M, (2023), Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakat 

Indonesia. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, Hlm.17.  
11 Wiikipedia, Natar Lampung Selatan, 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Natar,_Natar,_Lampung_Selatan, Jumat 19 April 2024. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini be lrisi te lntang tinjaulan ulmulm te lntang pidana bandar juldi toge ll 

se lbagai pelngantar dalam melmahami pelnge lrtian-pe lnge lrtian ulmulm telntang 

pokok-pokok bahasan yang me lrulpakan tinjaulan yang be lrsifat teloritis yang 

nantinya akan dipelrgulnakan se lbagai bahan stu ldi pelrbandingan antara telori 

dan praktelk. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini belrisi telntang meltode l pelne llitian yang digu lnakan pada pelnellitian 

se lpe lrti pelnjellasan telntang langah-langkah yang digu lnakan dalam 

pe lndelkatan masalah selrta ulraian telntang sulmbelr-sulmbe lr data, pelnge llolahan 

data dan analisis data. Dimaksu ldkan agar pe lmbaca melnge ltahu li bagaimana 

cara pelnellitian selhingga me lmelnulhi pe lrsyaratan kelilmulan. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini melngulraikan telntang pe lmbahasan belrdasarkan hasil pelnellitian dari 

pe lrmasalahan yang ada dalam pe lnellitian ini, yaitu l pe lnelgakan hu lkulm pidana 

bandar juldi toge ll di Natar Lampu lng Se llatan Pultulsan Nomor 

326/Pid.B/2022/PN.kla. 

V. PENUTUP 

Bab ini be lrisi ke lsimpullan dan saran dari pokok pe lrmasalahan yang dite lliti 

yaitu l ke lsimpu llan dan saran belrdasarkan pe lrmasalahan dan pelmbahasan 

yang te llah diulraikan selbellulmnya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Penegakan Hukum 

Pe lne lgakan hulkulm pidana melrulpakan bagian else lnsial dari stratelgi pe lnanggullangan 

ke ljahatan (politik kriminal), yang tu ljulan ultamanya adalah me llindu lngi masyarakat 

gulna me lncapai kelse ljahtelraan. Delngan de lmikian, pelne lgakan hu lkulm pidana 

mellibatkan pelnye lmpulrnaan pelratulran pe lrulndang-ulndangan, pe lnelrapan, dan 

pe llaksanaan hulkulm pidana, selrta melmpelrkulat partisipasi masyarakat dalam u lpaya 

melnanggullangi tindak pidana.  

Pe lne lgak hulkulm adalah pilar u ltama yang be lrtanggu lng jawab dalam me lne lgakkan 

dan melmastikan pelnelrapan nyata dari norma-norma hulkulm se lbagai pandulan dalam 

ke lhidulpan be lrsosialisasi dan belrnelgara. Fulngsi pe lne lgakan hulkulm ini pe lnting ulntulk 

melnjamin pelrlindu lngan dan kelpastian hu lkulm bagi se llulrulh masyarakat, delngan 

tuljulan melnciptakan kelte lrtiban, keladilan, se lrta melncelgah te lrjadinya ke lkacaulan. 

Se ltiap individu l yang me llakulkan tindakan yang me llanggar hu lkulm haruls 

dipelrtanggulngjawabkan mellaluli prose ls hulkulm, selsulai delngan prinsip bahwa 

Indone lsia adalah nelgara hulkulm. 

Pe lne lgakan hu lkulm melnyiratkan bahwa tindak pidana adalah su latul pe lrbulatan yang 

dilarang olelh kelte lntulan hulkulm, delngan konse lkule lnsi larangan telrse lbult diikulti olelh 
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sanksi pidana telrtelntul se lbagai belntulk pe lrtanggulngjawabannya. Dalam kontelks ini, 

telrdapat keltelrkaitan delngan asas le lgalitas, yang me lnyatakan bahwa tidak ada 

pe lrbulatan yang dapat dipidana ke lculali te llah diatulr se lcara telgas dalam ulndang-

ulndang. De lngan de lmikian, selse lorang dapat dike lnai sanksi ataul hulkulman jika 

melre lka mellanggar larangan yang te llah diatulr dalam ulndang-ulndang. Ancaman 

pidana dituljulkan kelpada individu l yang be lrtanggu lng jawab atas telrjadinya pe lristiwa 

telrse lbult, selhingga te lrdapat hulbulngan e lrat antara pellanggaran hu lkulm dan sanksi 

yang dibe lrlakulkan.12  Pe lnelgakan Hu lkulm ataul law elnforcelme lnt, diselbult julga 

se lbagai re lchtshandhaving dalam bahasa Be llanda, adalah prosels harmonisasi 

hulbulngan antara nilai-nilai yang diatu lr dalam norma-norma ataul pandangan moral 

yang mapan, selrta sikap-sikap yang haru ls diambil selbagai hasil akhir dari 

pe lnjabaran nilai-nilai telrse lbult. Tuljulan ultama dari pelne lgakan hu lkulm adalah ulntulk 

melnciptakan relkayasa sosial, me lmellihara, dan melnjaga kontrol sosial, se lrta 

melnjamin pelrdamaian dalam kelhidu lpan be lrsama. 

Me lnulrult Suldarto, dalam ulpaya pe lnanggullangan ke ljahatan mellaluli pelne lgakan 

hulkulm pidana, pelrlul dipelrhatikan hal-hal se lbagai be lrikult: 

1. Pe lnggulnaan hu lkulm pidana haruls se ljalan de lngan tuljulan pe lmbangulnan 

nasional, yang be lrtuljulan ulntulk melnciptakan masyarakat adil dan makmu lr 

yang me lrata dalam aspelk matelrial dan spiritulal, belrdasarkan nilai-nilai 

Pancasila. Olelh karelna itul, pe lnggulnaan hulkulm pidana haruls ditu ljulkan ulntulk 

melnanggullangi ke ljahatan dan melnge lvalulasi u lpaya pe lnanggullangan te lrse lbult 

gulna me lncapai kelse ljahtelraan dan pelrlindulngan masyarakat. 

                                                             
12 Andi Hamzah,(2001), Asas asas hukum pidana, Rineka cipta, Jakarta, hlm.15. 
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2. Pe lrbulatan yang ditangani de lngan hu lkulm pidana harulslah pe lrbulatan yang tidak 

diinginkan, yakni pe lrbulatan yang me lnye lbabkan kelrulgian (baik selcara 

matelrial maulpuln spiritulal) bagi warga masyarakat. 

3. Pe lnggulnaan hu lkulm pidana haruls me lmpe lrtimbangkan prinsip biaya dan 

manfaatnya. 

4. Pe lnggulnaan hu lkulm pidana julga haruls melmpe lrhatikan kapasitas ataul 

ke lmampulan kelrja dari lelmbaga pe lnelgak hu lkulm, se lhingga tidak telrjadi 

ke llelbihan belban tulgas (ove lrloading). 

Pe lne lgakan hulkulm pada hakikatnya me lrulpakan bagian yang tak te lrpisahkan dari 

politik kriminal, yang pada gilirannya me lnjadi ellelmeln intelgral dari kelbijakan 

sosial. Ke lbijakan ini kelmuldian dijalankan me llaluli sistelm pe lradilan pidana. 

Me lnulrult Mulladi, sistelm pe lradilan pidana me lmiliki dimelnsi fulngsional ganda. Di 

satu l sisi, belrfulngsi se lbagai alat masyarakat u lntulk melnangkap dan melnge lndalikan 

ke ljahatan pada tingkat te lrtelntul. Di sisi lain, sistelm pelradilan pidana julga be lrpe lran 

dalam pelnce lgahan se lkulnde lr, yaitu l ulpaya ulntulk melngulrangi tingkat kriminalitas di 

antara melre lka yang pe lrnah me llakulkan tindak pidana dan me lre lka yang me lmiliki 

niat ulntulk mellaku lkannya, me llaluli prosels de ltelksi, pelnulntultan, dan pellaksanaan 

pidana. 

Dalam opelrasionalnya, siste lm pelradilan pidana mellibatkan sulb-siste lm yang be lke lrja 

se lcara kohelre ln, koordinatif, dan intelgratif u lntulk melncapai elfisielnsi dan e lfelktivitas 

yang optimal. Me lnulrult Magir Manan, inti dari siste lm pelradilan telrpadul adalah 

ke ltelrpadulan antara pelne lgak hu lkulm. Ke lte lrpadu lan ini dimaksuldkan ulntulk 

melmastikan bahwa prosels pe lradilan be lrjalan elfe lktif, elfisieln, saling me lndulkulng, 

dan mampul melne lmulkan pe lnelgakan hu lkulm yang se lsulai ulntulk melnjamin kelpultulsan 



21 

    
 

yang me lmulaskan baik bagi pe lncari keladilan maulpuln belrdasarkan kelsadaran ataul 

re lalitas hulkulm yang be lrlakul dalam masyarakat ulmulm. Pe lne lgakan hu lkulm pidana 

melrulpakan kelwajiban bagi sellulrulh komponeln aparat pelnelgak hu lkulm yang 

be lrpelran dalam sistelm pe lradilan pidana, de lngan tu ljulan ultama melnjaga kelte lrtiban 

dan mellindulngi masyarakat. Dalam me lnganalisis sistelm pelradilan pidana, telrdapat 

tiga pe lndelkatan yang dapat dipelrhatikan: 

a.  Pe lnde lkatan normatif mellihat komponeln-kompone ln aparat pelne lgak hulkulm 

se lbagai institulsi yang be lrtulgas me lnjalankan pelratulran pelrulndang-ulndangan 

yang be lrlakul. Dalam kontelks ini, kompone ln-kompone ln te lrse lbult melnjadi bagian 

pe lnting dari strulktulr pe lnelgakan hu lkulm. 

b.Pe lnde lkatan administratif melmandang komponeln-kompone ln aparat pelne lgak 

hulkulm se lbagai e llelmeln manajelrial delngan melkanismel ke lrja yang te lrstrulktulr. Ini 

telrmasulk hulbulngan ke lrja yang horizontal dan ve lrtikal se lsulai delngan stru lktulr 

organisasi yang te llah diteltapkan. 

c.  Pe lnde lkatan sosial mellihat komponeln-komponeln aparat pelnelgak hulkulm 

se lbagai bagian intelgral dari sistelm sosial. Ini melne lkankan bahwa sellulrulh 

masyarakat melmiliki tanggu lng jawab te lrhadap kelsulkse lsan ataul kelgagalan 

dalam melnjalankan tulgas kompone ln-kompone ln aparat pelne lgak hu lkulm te lrse lbult. 

Me lnulrult Joselph Goldste lin, pelne lgakan hulkulm pidana dapat dibeldakan melnjadi tiga 

bagian: 

1. Pe lne lgakan hulkulm se lcara total, yaitu l pellaksanaan pelne lgakan hu lkulm pidana 

se lsulai de lngan ke lte lntulan hulkulm pidana su lbstantif. Namuln, pe lne lgakan hulkulm 

se lcara total ini selringkali tidak dapat dilaku lkan selpelnulhnya kare lna adanya 
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pe lmbatasan yang dibe lrlakulkan olelh hulkulm acara pidana, selpelrti atulran-atulran 

telrkait pelnangkapan, pelnahanan, pelngge lle ldahan, pelnyitaan, dan pelmelriksaan 

pe lndahullulan. Se llain itul, hulkulm pidana su lbstantif itul se lndiri selring 

melmbe lrlakulkan batasan-batasan, selpe lrti ke lbultulhan akan adulan selbagai syarat 

pe lnulntultan pada dellik-de llik yang me lme lrlulkannya. Rulang lingku lp yang 

telrbatas ini diselbult selbagai arela tanpa pelne lgakan. 

2. Pe lne lgakan hu lkulm pe lnulh, te lrjadi seltellah are la tanpa pelnelgakan diku lrangi. 

Dalam pelne lgakan hu lkulm pe lnulh ini, para pe lne lgak hulkulm diharapkan dapat 

mellakulkan pelnelgakan hulkulm se lcara maksimal. 

3. Pe lne lgakan hu lkulm aktulal, melnulrult Jose lph Goldste lin, pelne lgakan hulkulm 

pe lnulh dianggap se lbagai elkspe lktasi yang tidak re lalistis. Hal ini diselbabkan 

olelh be lrbagai ke ltelrbatasan selpe lrti waktul, pe lrsonil, alat inve lstigasi, dana, dan 

se lbagainya, yang se lmulanya me lnye lbabkan pelrlulnya pe lnggulnaan diskre lsi. 

Bagian dari pelne lgakan hulkulm yang masih dapat dilakulkan dianggap se lbagai 

pe lnelgakan hu lkulm aktulal. 

Pe lne lgakan hulkulm melrulpakan tulgas yang dilaksanakan ole lh pe lnelgak hulkulm. 

Se llain belrgantulng pada kelsadaran hulkulm masyarakat, pellaksanaan hulkulm dalam 

masyarakat julga sangat dipe lngarulhi ole lh aparat pelnelgak hulkulm. 

B. Tinjauan Perjudian  

Pe lrjuldian adalah sulatul tindak pidana yang me llibatkan pelrtarulhan se ljulmlah u lang. 

Dalam pelrjuldian, pihak yang me lnang akan melndapatkan ulang taru lhan, 

melnjadikannya se lbagai belntulk pelrmainan yang be lrsifat ulntulng-ulntu lngan bagi para 

pe lse lrta. Sellain itul, pe lrjuldian julga me lncakulp se lgala jelnis tarulhan di mana pihak 
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yang be lrtarulh tidak telrlibat selcara langsu lng dalam pelrlombaan ataul kelgiatan 

telrse lbult, telrmasu lk belrbagai belntulk pelrtarulhan lainnya. Kamu ls Be lsar Bahasa 

Indone lsia (KBBI) me lngartikan pelrjuldian adalah: ‘‘Pe lrmainan de lngan me lmakai 

ulang se lbagai tarulhan dan belrjuldi adalah me lmpelrtarulhkan seljulmlah ulang atau l harta 

dalam pelrmainan telbakan belrdasarkan ke lbeltullan delngan tu ljulan melndapatkan 

se ljulmlah ulang atau l harta yang le lbih be lsar dari pada julmlah ulang atau l harta 

se lmulla’’.13  

E lmilel Dulrkhe lim melnge lmulkakan bahwa pe lrjuldian dapat belrpe lran selbagai be lntulk 

ritulal yang me lnyatu lkan masyarakat. Be lliaul mellihat bahwa aktivitas ini, me lskipuln 

mulngkin te lrlihat individu lal, pada kelnyataannya, me llibatkan partisipasi kole lktif dan 

melnciptakan rasa kelsatulan di antara para pelse lrtanya. Dalam pandangan ini, 

pe lrjuldian dapat belrfulngsi se lbagai alat u lntulk me lmpelrkulat ikatan sosial dan 

melngulkulhkan ide lntitas ke llompok. Be lgitul puln Kartini Kartono me lngatakan bahwa 

Pe lrjuldian adalah pelrtarulhan de lngan se lngaja yaitu l yang dianggap be lrnilai de lngan 

melnyadari adanya re lsiko dan harapan-harapan telrtelntul pada pelristiwa-pe lristiwa 

pe lrmainan, pelrtandingan, pe lrlombaan dan kelgiatan-ke lgiatan yang be llulm pasti 

hasilnya, se llain itul Kartini Kartono melnambahkan bahwa pelrjuldian melrulpakan 

masalah sosial.14   Pe lnge lrtian pelrjuldian dapat ditelmulkan dalam kamuls istilah 

hulkulm, yang me lnde lfinisikan pelrjuldian se lbagai hazardspe ll ataul istilah lainnya, 

yaitu l kansspe ll  yang me lruljulk pada pe lrmainan juldi atau l pe lrmainan u ltang-ultangan 

yang dapat dihulkulm se lsulai delngan pe lratulran yang be lrlakul.15  

                                                             
13 W.J.S. Poerwadarminta, (1993), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 

419. 
14 Kartini Kartono, (2005),  Patologi Sosial, Jilid I,  Jakarta: Raja Grafinda Persada, Hlm. 56. 
15 N.E. Algra dan H.R.W Gokkel, (1983), Kamus Istilah Hukum, Jakarta: Bina Cipta, Hlm. 186.  
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Pe lrjuldian pada hakikatnya be lrtelntangan delngan agama, ke lsulsilaan dan moral 

Pancasila, selrta melmbahayakan  bagi pe lnghidulpan dan kelhidulpan masyarakat, bangsa 

dan nelgara. Pe lrjuldian melrulpakan keljahatan.16 Pe lrtarulhan dalam pelrjuldian belrsifat 

se lpe lnulhnya spe lkullatif, belrdasarkan ulnsulr ulntulng-ulntu lngan. Konse lp ke lbe lrulntulngan 

itul se lndiri selringkali melncakulp ellelme ln ke lpelrcayaan mistik telrhadap kelmulngkinan 

melraih kelbe lrulntulngan. Para pe lnjuldi melyakini bahwa hasil ke lmelnangan ataul 

ke lkalahan melrulpakan bagian dari "alu lr" nasib dan te llah ditelntulkan se lbe llulmnya. 

Telrdapat belrbagai macam contoh pe lrtarulhan juldi, dan pe lrjuldian dapat telrjadi dalam 

be lrbagai belntulk. Be lrikult belbe lrapa contoh pe lrtarulhan juldi yang u lmulm:  

1. Pe lrjuldian Kasino adalah ke lgiatan be lrtarulh ataul be lrjuldi pada pelrmainan 

ke lbelrulntulngan di dalam kasino. Ini me llibatkan pelnggulnaan u lang asli ulntulk 

melmasang taru lhan pada belrbagai pe lrmainan se lpe lrti melsin slot, blackjack, pokelr, 

roullelttel, dan lainnya de lngan harapan me lmelnangkan le lbih banyak u lang ataul 

hadiah. 

2. Pe lrjuldian Tarulhan Olahraga adalah ke lgiatan belrtarulh pada hasil pelrtandingan 

olahraga delngan me lmasang seljulmlah ulang. Orang-orang me lmilih tim ataul 

pe lmain telrtelntul, dan jika pilihan me lre lka be lnar, melre lka bisa melmelnangkan u lang 

tambahan. Ini mellibatkan preldiksi dan kelbe lrulntulngan dalam du lnia olahraga.  

3. Pe lrjuldian Togell adalah belntulk tarulhan dimana orang melne lbak angka-angka yang 

akan ditarik pada hasil ulndian telrtelntul. Jika telbakan melre lka se lsulai delngan hasil  

                                                             
16 Bagian Menimbang huruf a dan Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban 

Perjudian.  
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ulndian, melrelka bisa me lmelnangkan hadiah u lang atau l barang. Ini didasarkan pada 

ke lbelrulntulngan dan hasil acak dari ulndian.  

4. Pe lrjuldian Pokelr adalah pe lrmainan kartu l dimana pelmain belrtarulh ulntulk 

melndapatkan kombinasi kartul te lrbaik. Pe lmelnangnya dite lntulkan belrdasarkan 

ke lkulatan kombinasi kartul yang me lre lka miliki pada akhir ronde l tarulhan. Poke lr 

mellibatkan stratelgi, ke ltelrampilan melmbaca lawan, dan ellelme ln kelbe lrulntulngan.  

5. Pe lrjuldian Melsin Slot adalah saat se lse lorang me lmasu lkan ulang ke ldalam melsin slot 

dan melnelkan tombol ataul melnarik tulas ulntulk melmultar gullulngan. Hasilnya acak, 

dan jika simbol-simbol telrtelntul cocok, pe lmain bisa melmelnangkan u lang ataul 

hadiah lainnya. Ini adalah pe lrmainan kelbelrulntulngan yang popu llar di kasino. 

6. Pe lrjuldian Kartu l Awam Scratch Card  adalah kartul ke lcil delngan lapisan tahan 

gore ls yang haru ls digosok ulntulk me lngulngkap simbol ataul angka dibawahnya. 

Pe lmain dapat melmbe lli kartul ini dan jika simbol ataul angka yang te lrulngkap 

melme lnulhi pelrsyaratan te lrtelntul, me lrelka dapat melmelnangkan hadiah u lang ataul 

barang. Ini adalah belntulk pelrjuldian instan yang tidak me llibatkan keltelrampilan 

khulsuls. 

7. Pe lrjuldian Juldi Onlinel adalah belntulk pe lrjuldian yang dilaku lkan mellaluli platform 

intelrne lt. Ini melncakulp belrbagai pe lrmainan se lpelrti pokelr onlinel, tarulhan olahraga, 

melsin slot, dan lainnya yang dapat di akse ls se lcara elle lktronik. Pelmain dapat 

melmasang taru lhan delngan me lnggulnakan ulang sulnggulhan atau l mata u lang virtulal 

di situ ls we lb pe lrjuldian onlinel. Se liring de lngan potelnsi hibulran, pe lrlul diingat bahwa 
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pe lrjuldian onlinel julga me lmiliki risiko te lrkait, dan pelnting u lntulk be lrmain de lngan 

tanggulngjawab.  

Me lnindaklanjulti pelne lrtiban pelrjuldian di Indone lsia, pelmelrintah Hindia Be llanda tellah 

melnge llularkan Ordonantie l pada tanggal 7 Mare lt 1912, yang ke lmuldian diulbah me lnjadi 

Ordonantie l pada tanggal 31 Oktobe lr 1935. Se ltellah kelme lrdelkaan Indone lsia, langkah 

awal pelmelrintahan Indone lsia ulntulk melnanggu llangi dan se lcara belrtahap 

melnghapulskan se lgala belntulk pelrjuldian ditandai delngan ke ltelntulan yang te lrcantulm 

dalam Ulndang-Ulndang No. 7 Tahu ln 1974 telntang Pe lne lrbitan Pelrjuldian, yang 

melncaku lp dula hal: 

a. Tidak dibeldakannya lagi pe lrjuldian kel dalam jelnis tindak pidana ke ljahatan dan 

pe llanggaran de lngan pe lnambahan keltelntulan Pasal 303 dan 303 bis dan ancaman 

pidana dalam Pasal 303 KU lHP dipe lrbelrat; 

b. Ulntulk melnindaklanjultkan kelte lntulan UlUl No. 7 Tahu ln 1974, dikellularkanlah 

Pe lratulran Pe lmelrintah (PP) No. 9 Tahu ln 1981, yang di dalam keltelntula Pasal 1 PP 

(Pe lratulrann Pelme lrintah) telrse lbult melne lgaskan larangan pelmbelrian izin 

pe lnye lle lnggaraan belntulk pelrjuldian. 

Se lsulai Ulndang-Ulndang No. 7 Tahu ln 1974, sanksi hu lkulman pe lnjara maksimal yang 

se lmulla dula tahuln de llapan bullan dan delnda maksimal elnam ribul rulpiah, kini tellah 

diulbah melnjadi selpullulh tahuln pelnjara dan de lnda maksimal dula pullulh lima julta rulpiah 

bagi siapa puln yang me llakulkan tindakan telrse lbult tanpa izin.17 

Dalam Pasal 1 Ulndang-Ulndang Nomor 7 Tahuln 1974 telntang Pe lnelrtiban Pelrjuldian, 

                                                             
17 Moeljanto, (2006), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yogyakarta: Bumi Aksara, Hlm. 111. 
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juldi ataul pe lrjuldian diselbult se lbagai (tindak pidana pe lrjuldian) dan dianggap se ltara 

de lngan ke ljahatan. Melskipuln de lmikian, de lfinisi tindak pidana pelrjuldian tidak selcara 

jellas dan rinci dise lbultkan dalam Kitab U lndang-Ulndang Hu lkulm Pidana (KU lHP) 

maulpuln dalam Ulndang-Ulndang Nomor 7 Tahuln 1974 telntang pelne lrtiban pelrjuldian.18   

C. Tinjauan Tindak Pidana  

Tindak pidana melrulpakan melngacul pada tindakan ataul pelrilakul yang dilarang dan 

diatulr ole lh hulkulm sulatul ne lgara ataul yulrisdiksi telrte lntul. Dalam kontelks hulkulm pidana, 

tindak pidana melncakulp pe lrbulatan yang dianggap me lrulgikan masyarakat ataul 

mellanggar norma-norma hulkulm yang te llah diteltapkan. Pelmbahasan Tindak pidana 

dimaksuldkan ulntulk melmahami pelnge lrtian pidana selbagai sanksi atas de llik. Tindak 

pidana adalah sulatul pe lrbulatan yang mellawan hu lkulm yang me lngakibatkan 

pe lmbulatnya dapat dipidana. Tindak pidana dapat be lrulpa pe llanggaran be lrat atau l 

ringan, telrgantulng pada tingkat kelparahan pellanggarannya. Dalam kasuls spe lsifik 

bandar juldi toge ll, tindak pidana me lruljulk pada selrangkaian ke lgiatan yang te lrkait 

de lngan pe lnye lle lnggaraan pelrjuldian ilelgal, telrultama dalam belntulk toge ll. Pe lrjuldian 

toge ll yang dilaku lkan tanpa izin ataul mellanggar re lgullasi yang be lrlakul di nelgara ataul 

yulrisdiksi te lrtelntul dianggap se lbagai tindak pidana. Tindak pidana ini mellibatkan 

be lrbagai aktivitas yang be lrtuljulan ulntulk me lnye ldiakan layanan pe lrjuldian ilelgal ke lpada 

masyarakat .19 

 

                                                             
18 Wantjik Saleh, (1976), Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, Hlm. 69. 
19 Hiarej, Eddy O.S, (2016),  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya 

Atma Pustaka. Hlm.10.  
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Tindak pidana telrkait bandar juldi toge ll se lpe lrti: 

1. Pe lnye ldiaan Platform Pelrjuldian: 

Bandar ju ldi toge ll melnye ldiakan platform ataul telmpat di mana individu l dapat 

be lrpartisipasi dalam ke lgiatan pelrjuldian toge ll ilelgal. Ini bisa be lrulpa situls we lb, 

aplikasi mobilel, ataul jalulr komulnikasi lainnya yang me lmulngkinkan tarulhan dan 

pe lrmainan toge ll. Pasal 45 Ayat (2) U lndang-Ulndang Nomor 19 Tahuln 2016 

telntang Informasi dan Transaksi E llelktronik (UlUl ITE l) melrulpakan salah satul Pasal 

yang me lngatulr telntang pe lnye lbaran konte ln ellelktronik yang me llanggar norma 

hulkulm dan eltika. Belrikult ini adalah pelnje llasan melnge lnai Pasal 45 Ayat (2) U lUl 

ITE l: 

"Pe llakul Pe lnye ldia Layanan Aplikasi dan/atau l Konte ln Aplikasi, 

dalam hal mellakulkan pellanggaran se lbagaimana dimaksuld pada ayat 

(1), dikelnakan pidana pelnjara paling lama 6 (e lnam) tahuln dan/ataul 

pidana delnda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu l miliar 

rulpiah)." 

 

Penjelasan Pasal 45 Ayat (2) U lUl ITE l me lngatulr te lntang sanksi pidana yang dapat 

dikelnakan telrhadap pellakul yang me lnye ldiakan layanan aplikasi dan/ataul konte ln 

aplikasi yang digu lnakan ulntulk me lnye lbarkan konteln e lle lktronik yang me llanggar 

norma hulkulm dan eltika, selbagaimana diatu lr dalam Pasal 27 Ayat (3) U lUl ITE l. 

Dalam kontelks ini, "Pe llakul Pelnye ldia Layanan Aplikasi dan/ataul Konte ln Aplikasi" 

melruljulk kelpada individul ataul e lntitas yang be lrtanggu lng jawab melnye ldiakan 

layanan aplikasi dan/atau l melnge llola konteln aplikasi di platform ataul layanan 

e llelktronik. Ini melncakulp aplikasi-aplikasi, platform sosial me ldia, situls we lb, dan 

layanan lain yang me lmulngkinkan pe lnggulna ulntulk be lrintelraksi dan belrbagi konteln 

e llelktronik. Pe llanggaran yang dimaksu ld dalam Ayat (2) ini me lngacul pada 
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pe llanggaran yang te llah dijellaskan dalam Pasal 45 Ayat (1) U lUl ITE l, yaitu l 

pe lnye lbaran konteln yang me llanggar norma hulkulm dan eltika, selpe lrti fitnah, 

pe lnghinaan, ataul ancaman mellaluli meldia e llelktronik. Sanksi pidana yang dapat 

dikelnakan telrhadap pellakul pelnye ldia layanan aplikasi dan/ataul konteln aplikasi 

mellipulti pidana pe lnjara de lngan ancaman paling lama 6 tahu ln dan/atau l de lnda 

de lngan julmlah paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu l miliar rulpiah). Sanksi ini 

be lrtuljulan ulntulk melmbelrikan e lfelk je lra kelpada pellakul dan me lndorong ke lpatulhan 

telrhadap ke ltelntulan hulkulm dalam pelnge llolaan layanan dan konte ln e llelktronik. Pasal 

45 Ayat (2) UlUl ITE l be lrtuljulan ulntu lk me lngatulr tanggu lng jawab dan ke lwajiban para 

pe lnye ldia layanan aplikasi dan konteln aplikasi dalam melnjaga dan melngawasi 

konteln yang dihasilkan ole lh pelnggulna agar selsulai de lngan norma hulkulm dan eltika 

yang be lrlakul di Indone lsia. Pelran bandar ju ldi toge ll yaitu l: 

a. Me lngatulr Tarulhan 

Bandar ju ldi toge ll melmiliki pelran selntral dalam melngatulr dan melnge llola 

aktivitas pelrjuldian togell. Melre lka belrpelran selbagai fasilitator ultama bagi 

individu l yang ingin be lrpartisipasi dalam pe lrmainan toge ll, se lrta melmiliki 

we lwe lnang dalam melnelntulkan belrbagai aspe lk pe lnting yang be lrkaitan delngan 

tarulhan dan atulran pelrmainan. Bandar juldi toge ll melmiliki kelwe lnangan u lntulk 

melngatulr be lrbagai je lnis taru lhan yang te lrse ldia bagi para pe lnjuldi. Melre lka 

melne lntulkan pilihan nomor ataul kombinasi angka yang dapat dipe lrtarulhkan 

olelh para pelnjuldi. Ini me llipulti pelnelntulan je lnis tarulhan selpe lrti 2D (dula angka), 

3D (tiga angka), ataul 4D (e lmpat angka), se lrta pilihan angka yang dapat dipilih 

dalam seltiap jelnis tarulhan. Bandar ju ldi toge ll me lmelgang ke lndali atas atulran 

pe lrmainan yang haru ls diikulti olelh pelmain.  
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Bandar juldi  dapat melne lntulkan ju lmlah taru lhan minimulm dan maksimulm yang 

dapat dipelrtaru lhkan olelh para pelnjuldi. Me lrelka melne ltapkan cara pelrhitulngan 

ke lmelnangan be lrdasarkan hasil uldian toge ll yang ke llular. be lrhasil melnelbak hasil 

ulndian delngan belnar. Pellulang dan pe lmbayaran ini selring kali diatulr 

se lde lmikian rulpa se lhingga bandar ju ldi teltap melmpelrolelh ke lulntulngan, bahkan 

jika ada kelmelnangan yang te lrjadi. Sellain melngatulr tarulhan dan atulran 

pe lrmainan, bandar juldi togell julga be lrpe lran se lbagai pelnye ldia layanan transaksi 

ke lulangan. Me lre lka melne lrima u lang taru lhan dari para pelnjuldi dan melnge llola 

transaksi kelulangan te lrkait pelmbayaran ke lmelnangan. Bandar ju ldi dapat 

melne lntulkan meltode l pelmbayaran yang ditelrima, selpe lrti transfelr bank ilelgal, 

pe lmbayaran tu lnai, ataul pe lnggulnaan mata u lang kripto. Se lcara ke lse llulrulhan, 

pe lran bandar juldi toge ll dalam melngatulr tarulhan dan atulran pelrmainan sangat 

signifikan dalam melngarahkan jalannya aktivitas pe lrjuldian toge ll. Me lrelka 

melmiliki kontrol atas aspe lk-aspe lk kulnci yang me lmpe lngarulhi pe llulang 

ke lmelnangan, pe lmbayaran, dan pe lnge llolaan transaksi kelulangan. Ole lh karelna 

itul, re lgullasi yang ke ltat telrhadap bandar juldi toge ll ilelgal melnjadi pelnting ulntulk 

melnjaga intelgritas dan keladilan dalam aktivitas pe lrjuldian selrta mellindulngi 

masyarakat dari risiko dan dampak nelgatifnya. 

b. Me lngulmpullkan Tarulhan Ile lgal 

Bandar ju ldi toge ll me lmiliki pelran dalam me lngulmpullkan tarulhan dari para 

pe lnjuldi se lcara ilelgal. Me lre lka me lnjalankan aktivitas ini de lngan cara 

melnghimpuln ulang tarulhan dari belrbagai individu l yang ingin be lrpartisipasi 

dalam pelrjuldian toge ll. Namu ln, me ltodel yang digu lnakan ole lh bandar ju ldi toge ll 

ulntulk melngulmpullkan ulang taru lhan se lring kali mellibatkan praktik-praktik yang 
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mellanggar hu lkulm, telrmasulk praktik-praktik pelnculcian ulang. Be lrikult adalah 

pe lnjellasan lelbih lanjult melnge lnai hal ini: 

1) Pe lngulmpu llan tarulhan illegal 

Bandar ju ldi toge ll ilelgal se lcara ilelgal melngulmpullkan ulang taru lhan dari para 

pe lnjuldi. Melre lka bisa melnggulnakan belrbagai cara ulntulk melnghimpu ln ulang 

ini, se lpelrti mellaluli transaksi tu lnai, transfe lr bank ilelgal, atau l pe lnggulnaan 

mata ulang kripto. Pe lngulmpullan tarulhan ile lgal ini telrjadi di lular kelrangka 

re lgullasi dan liselnsi yang sah, se lhingga tidak ada pelngawasan yang 

melmastikan intelgritas transaksi telrse lbult. 

2) Praktik pelnculcian ulang 

Me ltodel yang se lring kali digu lnakan olelh bandar juldi toge ll ulntulk 

melngulmpu llkan ulang taru lhan ilelgal me llibatkan praktik-praktik pelnculcian 

ulang. Pe lnculcian ulang adalah ulpaya ulntulk melnyamarkan asal ulsull ulang 

hasil kelgiatan kriminal agar tampak be lrasal dari sulmbe lr yang sah. Dalam 

kontelks pe lrjuldian ilelgal, bandar ju ldi dapat melncoba ulntulk me lmasulkkan 

ulang hasil tarulhan ilelgal ke l dalam siste lm kelulangan yang sah, se lpe lrti 

de lngan me lngulbahnya me lnjadi belntulk ase lt yang le lbih sullit dilacak. 

3) Pe lnggulnaan ase lt tidak lazim 

Bandar ju ldi toge ll ile lgal mu lngkin ju lga melnggulnakan me ltode l pe lnculcian 

ulang yang me llibatkan aselt yang tidak lazim, se lpelrti propelrti, barang 

melwah, ataul mata ulang kripto. Me lrelka dapat melncoba melnyamarkan ulang 

tarulhan ilelgal se lbagai pe lmbellian propelrti ataul ase lt be lrharga lainnya. Mata 

ulang kripto ju lga bisa digu lnakan se lbagai alat ulntulk melnye lmbulnyikan aliran 

dana yang tidak sah. 
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4) Pe lmanfaatan transaksi lintas batas 

Pe lnculcian ulang dalam aktivitas pe lrjuldian ilelgal se lring kali me llibatkan 

transaksi lintas batas, di mana ulang tarulhan ilelgal dapat dipindahkan di 

antara belrbagai yu lrisdiksi u lntulk me lngabulrkan jeljak. Bandar juldi toge ll 

ilelgal mu lngkin me lmanfaatkan sistelm kelulangan global u lntulk me llakulkan 

transaksi lintas batas dan melnghindari de lte lksi. 

Dampak nelgatif praktik pelngulmpullan taru lhan ilelgal dan pe lnculcian ulang yang 

dilakulkan olelh bandar juldi toge ll ilelgal me lmiliki dampak nelgatif yang me lrulgikan 

masyarakat dan elkonomi. Ini dapat melnye lbabkan kelrulsakan pada sistelm kelulangan, 

melningkatkan risiko keljahatan telrkait, selrta melle lmahkan ulpaya pe lnelgakan hulkulm. 

Pe lnting ulntulk me lne lkankan pelrlulnya pe lne lgakan hulkulm yang te lgas te lrhadap praktik 

pe lngulmpullan tarulhan ilelgal dan pe lnculcian u lang yang dilaku lkan olelh bandar ju ldi 

toge ll ilelgal. Relgullasi yang ke ltat dan pelne lgakan hulkulm yang kulat dipelrlulkan ulntulk 

mellindulngi masyarakat dari risiko dan dampak ne lgatif yang ditimbu llkan olelh 

aktivitas pelrjuldian ilelgal dan praktik-praktik ilelgal telrkait. 

Tindak pidana telrkait bandar juldi toge ll me llanggar pe lratulran hulkulm yang me lngatulr 

aktivitas pelrjuldian. Ini telrmasulk pellanggaran telrhadap relgullasi pe lrjuldian, pajak, 

dan atulran lain yang be lrlakul di sulatul wilayah. Pe lne lrapan hulkulman ataul sanksi 

pidana telrhadap pellakul tindak pidana ini me lmiliki tuljulan ulntulk me lncelgah dan 

melngatasi aktivitas pe lrjuldian ilelgal, se lrta mellindu lngi masyarakat dari dampak 

ne lgatifnya. 
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D. Tinjauan Sejarah Judi Togel 

Pe lrjuldian tellah ada dan mulncull belradab-adab yang lalu l, seljalan delngan se ljarahnya 

pe lrkelmbangan manulsia itul se lndiri. Walau lpuln dikatakan kelbe lradaan pelrjuldian 

sama delngan se ljarah pelrke lmbangan manulsia itul se lndiri, tidak belrarti kita 

“mellelgitimasi” bahwa pe lrbulatan itul haruls dilakulkan dan teltap “dilelgalkan”.  Juldi 

Toge ll, ataul "Toto Ge llap", adalah belntulk pelrjuldian yang me llibatkan pelmilihan 

angka-angka dalam harapan ulntulk melne lbak angka yang akan diu lndi. Istilah 

"Toge ll" se lndiri be lrasal dari singkatan dalam bahasa Indone lsia, yaitu l "Toto Ge llap". 

Me lskipuln juldi toge ll mulngkin te lrdelngar se lpe lrti felnome lna modelrn, se ljarahnya 

se lbe lnarnya sangat kaya dan me lmiliki akar yang dalam. Asal u lsull juldi toge ll 

dipelrde lbatkan, teltapi banyak yang pe lrcaya bahwa juldi toge ll pelrtama kali mulncull 

di Tiongkok kulno. Se ljarawan melnelmulkan catatan yang me lngindikasikan bahwa 

varian awal dari juldi toge ll tellah ada seljak dinasti Han (se lkitar abad kel-2 SM).  

Pada saat itul, juldi toge ll digu lnakan u lntulk tuljulan hibulran dan pelndanaan proye lk-

proye lk pulblik, se lpelrti pelmbangulnan Telmbok Be lsar China.20 Dari Tiongkok, ju ldi 

toge ll melnye lbar ke l belrbagai wilayah Asia Te lnggara. Di Indone lsia, toge ll te llah 

melnjadi salah satul be lntulk pe lrjuldian paling popu lle lr se ljak masa kolonial Be llanda. 

Me lskipuln pe lmelrintah tellah melncoba ulntulk melngatu lr dan mellarang praktik ini 

dalam belbelrapa kelse lmpatan, toge ll telruls popullelr dan bahkan dapat ditelmulkan di 

banyak ne lgara Asia Telnggara hingga saat ini. Delngan pe lrke lmbangan telknologi dan 

akse lsibilitas intelrne lt, juldi toge ll tellah be lradaptasi delngan pe lrulbahan zaman. 

                                                             

20 Billy S. Kaitjily, (2020), Praktik Perjudian & Etika Kristen, Jakarta: Pustaka Star’s Lub, Hlm. 5 
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Se lkarang  banyak situ ls we lb dan platform daring yang me lnawarkan pe lrmainan toge ll 

se lcara onlinel melmulngkinkan orang u lntulk belrpartisipasi dari belrbagai bellahan 

dulnia. Namuln, lelgalitas pelrjuldian togell dapat belrvariasi di belrbagai nelgara, dan 

be lbelrapa wilayah masih me llarangnya. Se lpe lrti banyak be lntulk pe lrjuldian, ju ldi toge ll 

julga tellah melnghadapi kritik dan kontrove lrsi. Be lbe lrapa melnganggapnya se lbagai 

be lntulk pe lrjuldian yang me lrulgikan karelna dapat melnye lbabkan keltelrgantu lngan dan 

masalah kelulangan bagi individu l dan kellularga. Se llain itul, karelna sifat spelkullatifnya, 

juldi toge ll julga dapat melmicul masalah sosial dan elkonomi dalam masyarakat. 

E. Tinjauan Bandar Judi Togel  

Bandar ju ldi toge ll adalah individu l ataul ke llompok yang me lnye ldiakan layanan 

pe lrjuldian toge ll se lcara ilelgal. Me lre lka be lrpe lran selbagai pe lrantara antara pelnjuldi dan 

ke lgiatan pelrjuldian ilelgal, delngan me lnye ldiakan platform ulntulk tarulhan dan 

melngatulr prose ls pe lrmainan. Bandar juldi toge ll se lring kali melmanfaatkan telknologi 

komu lnikasi modelrn, telrmasulk intelrne lt dan ponse ll celrdas, ulntulk melmfasilitasi 

transaksi dan komulnikasi delngan pe llanggan. Ke lbe lradaan bandar juldi toge ll 

melmiliki dampak sosial dan e lkonomi yang signifikan. Dampak te lrse lbult mellipulti 

pe lningkatan keljahatan telrkait, risiko pelnculcian ulang, se lrta ganggu lan telrhadap 

stabilitas sosial dan e lkonomi masyarakat.  

Langkah awal pelme lrintah Indone lsia pasca ke lmelrde lkaan dalam melnanggullangi dan 

melnghapuls se lgala be lntulk pe lrjuldian, ditandai de lngan ke lte lntulan se lbagaimana 

telrtulang dalam Ulndang-Ulndang No. 7 Tahu ln 1974 telntang pelne lrtiban pelrjuldian, 

melnyangkult dula hal: 
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1. Tidak dibeldakannya lagi pe lrjuldian ke l dalam jelnis tindak pidana keljahatan dan 

pe llanggaran de lngan pe lmbahasan ke ltelntulan Pasal 303 dan 303 bis dan ancaman 

pidana Pasal 303 KU lHP dipe lrbe lratkan: 

2. Ulntulk melnindaklanjulti keltelntu lan UlUl No. 7 Tahuln 1974, dikellularkanlah 

Pe lratulran Pe lmelrintah (PP) No. 9 Tahuln 1981, yang di dalam ke ltelntulan Pasal 1 

PP (Pe lratulran Pelmelrintah) telrse lbult melne lgaskan larangan pelmbelrian izin 

pe lnye lle lnggaraan selgala be lntulk pelrjuldian. 

Adapuln ke ltelntulan telntang pelrjuldian pada KUlHP (Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm 

Pidana) pasal 303 dan 303 bis KU lHP (Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pidana) yaitu l: 

Pasal 303 adalah: 

a. Diancam delngan pidana paling lama sepuluh tahun ataul de lnda paling banyak 

dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa me lndapatkan izin; (belrdasarkan 

UlUl Nomor 7 Tahuln 1974, julmlah pidana pe lnjara tellah diulbah melnjadi selpullulh 

tahuln dan de lnda melnjadi 25 julta rulpiah); 

1) De lngan siapa melnawarkan ataul melmbelri kelse lmpatan ulntu lk be lrjuldi dan 

melnjadikan selbagai pe lncaharian ataul de lngan selngaja tulrult se lrta dalam sulatul 

pe lrulsahaan ulntulk itul; 

2) De lngan se lngaja melnawarkan ataul melmbe lri kelselmpatan kelpada khalayak 

ulmulm ulntulk pe lrmainan juldi ataul de lngan se lngaja tu lrult se lrta dalam 

pe lrulsahaan ulntulk itu l, de lngan tidak pe ldulli apakah ulntulk me lnggulnakan 

ke lse lmpatan adanya sulatul syarat ataul dipelnulhinya sulatul tata cara; 

3) Me lnjadikan tulrult se lrta pada pelrmainan juldi se lbagaimana pelncarian 
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b. Kalaul yang be lrsalah mellaku lkan telrse lbult dalam melnjalankan pelncariannya 

maka dapat dicabult haknya ulntu lk me lnjalankan pelncarianya itu l; 

c. Yang dise lbult pe lrmainan juldi adalah tiap-tiap pelrmainan, dimana pada 

ulmulmnya ke lmulngkinan melndapat ulntulng telrgantu lng pada pelrulntu lngan be llaka, 

julga kare lna pelrmainannya le lbih te lrlatih ataul le lbih mahir. Di situ l telrmasulk 

se lgala pelrtaru lhan telntang ke lpultulsan pe lrlombaan ataul pelrmainan lain-lainnya 

yang tidak diadakanya antara me lre lka yang tu lrult belrlomba ataul belrmain, 

de lmikian julga se lgala pelrtarulhan lainnya. 

Pasal 303 bis adalah:  

Diancam delngan ku lrulngan paling lama e lmpat tahuln atau l paling banyak de lnda 

se lpullulh julta rulpiah; 

1) Barangsiapa melnggulnakan ke lse lmpatan ulntulk main juldi yang diadakan de lngan 

mellanggar ke ltelntulan-ke ltelntulan telrse lbult pasal 303; 

2) Barangsiapa ikult se lrta pelrmainan yang di jalan u lmulm ataul dipinggirnya 

maulpuln di te lmpat yang dapat dimasu lki olelh khalayak u lmulm, ke lculali jika ulntulk 

melngadakan itu l, ada izin dari pelngulasa yang be lrwe lnang.  

Jika keltika mellakulkan pellanggaran be llulm lelwat dula tahuln se ljak adanya 

pe lmidanaan yang me lnjadi teltap karelna salah satu l dari pellanggaran-pe llanggaran ini, 

dapat dikelnakan pidana pelnjara paling lama e lnam tahuln ataul de lnda paling banyak 

lima bellas ju lta rulpiah. Pasal 303 bis diambil dari Pasal 542 delngan be lbe lrapa 

pe lrulbahan belrdasarkan Ulndang-Ulndang Nomor 7 Tahuln 1974. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah  

Pe lne llitian hulkulm melrulpakan sulatul ke lgiatan ilmiah yang didasarkan pada me ltode l, 

siste lmatika dan pelmikiran telrtelntu l yang be lrtuljulan ulntulk me lmpellajari satul ataul 

be lbelrapa ge ljala hulkulm telrtelntul delngan cara melnganalisisnya.21 

Pe lnde lkatan masalah yang dipakai pe lnullis dalam pelnellitian ini adalah de lngan 

melnggulnakan pe lnde lkatan yulridis normatif dan yu lridis e lmpiris. Yulridis normatif 

dilakulkan delngan cara melne llaah dan melnginte lrpre lstasikan hal-hal yang be lrsifat 

teloritis yang me lnyangku lt asas, konse lpsi, doktrin dan norma hu lkulm yang be lrkaitan 

de lngan me lmbulktikan tindak pidana se ldangkan yu lridis e lmpiris yakni dilakulkan 

de lngan mellihat kelnyataan yang ada dalam prakte lk lapangan, digu lnakan meltodel 

wawancara delngan  pihak telrtelntu l dan dose ln telrkait delngan pe lrtanggu lngjawaban  

pidana telrhadap pellakul tindak pidana pe lrjuldian toge ll yang be lrfulngsi se lbagai 

pe lmbantul dalam melnganalisis skripsi ini je lnis dan sifat pelnellitian yang dilaku lkan 

olelh pe lnullis adalah pelnellitian yang be lrsifat analisis.

                                                             
21 Soerjono Soekanto, Op.Cit,hlm. Hlm 43.  
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B. Sumber data dan jenis data 

Saat mellakulkan pelne llitian ini pelnullis me lnggulnakan su lmbe lr dan jelnis data data 

yakni se lkulmpullan informasi yang dibu ltulhkan dalam pellaksanaan pelnellitian adapuln 

jelnis dan su lmbe lr data yang pe lnullis gu lnakan dalam pelnullisan skripsi ini adalah 

se lbagai be lrikult: 

1. Data Primer 

Data primelr adalah data ataul informasi yang dipe lrole lh selcara langsu lng me llaluli 

pe lnellitian lapangan de lngan me lnggulnakan meltode l wawancara ataul intelrvie lw para 

pihak-pihak yang be lrhulbulngan langsu lng  delngan  masalah pelne llitian skripsi ini. 

Bahan hulkulm primelr yaitu l Kitab Ulndang-Ulndang Hu lkulm Pidana (KU lHP) Pasal 

303 dan Ulndang-Ulndang Nomor 7 Tahu ln 1974 telntang Pe lne lrbitan Pelrjuldian. 

2. Data Sekunder 

Data selkulndelr adalah data yang se lcara tidak langsu lng me lmbelrikan keltelrangan yang 

be lrsifat melndulkulng sulmbe lr data primelr. Bahan hu lkulm se lkulnde lr yaitu l Lite lratulr-

litelratulr ataul bulkul-bulkul ilmiah, ju lrnal hulkulm telrkait de lngan pe lne llitian ini, selrta 

pe lratulran-pe lratulran lainnya yang be lrkaitan de lngan ke ljaksaan dan kelpolisian. 

3. Data Tersier 

Data telrsielr adalah sulmbelr data yang digu lnakan ulntu lk melndulkulng dari su lmbe lr data 

primelr dan sulmbe lr data Selkulndelr yang e lrat kaitannya delngan pe lne llitian. Bahan 

hulkulm telrsielr yaitu l  kamuls, we lbsite l  dan julga sulmbe lr hulkulm lain selpe lrti hasil karya 

ilmiah dan hasil pelne llitian ataulpuln lainnya. 
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C.  Penentuan Narasumber  

Narasu lmbelr pe lnellitian ini adalah se lbagai be lrikult: 

1. Kasat Re lskim Polse lk Natar Lampu lng Se llatan             : 1 orang  

2. Kasat Re lskim Polre ls Lampu lng Se llatan                           : 1 orang 

3. Ke ljaksaan Ne lge lri Lampulng Se llatan                 : 1 orang 

4. Dose ln Bagian Hu lkulm Pidana Faku lltas Hu lkulm  

Ulnive lrsitas Lampu lng                                                             : 1 orang 

Julmlah                                                                                    : 4 orang  

 

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolahan Data 

1. Prosedur  Pengumpulan Data 

Ulpaya me lngulmpullkan data yang dipe lrlulkan data yang dipe lrlulkan dalam pelnullisan 

ini, pelnullisan melnggulnakan prose ldulr stuldi kelpulstakaan dan stuldi lapangan.  

a. Stuldi Ke lpulstakaan 

Stu ldi ke lpulstakaan dilakulkan ulntulk me lmpe lrolelh data se lkulndelr dan data telrsie lr, 

stu ldi kelpulstakaan yaitul pe lnellitian yang dilaku lkan delngan cara melmbaca, 

melne llaah, melngultip hal-hal yang dianggap pe lnting dan pe lrlul dari be lbelrapa 

pe lratulran pelrulndang-ulndangan, bu lkul-bulkul, litelratulr dan bahan-bahan telrtullis 

lainnya yang be lrkaitan delngan mate lri pelmbahasan ataul ada hu lbulngannya de lngan 

topik pelmbahasan. 
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b. Stuldi Lapangan 

Stu ldi lapangan dilakulkan ulntulk melmpe lrolelh data primelr salah satu l cara ulntulk 

melndapatkan data adalah de lngan wawancara. Stuldi lapangan dilakulkan delngan 

cara melngadakan wawancara ataul (inte lrvielw) yakni dialog yang dilaku lkan  

pe lwawancara (intelrvielwar) Ulntulk me lmpe lrolelh informasi. Meltode l wawancara 

yang digu lnakan adalah standartisasi  intelrvie lw Di mana wawancara dilakulkan 

tanya jawab se lcara langsu lng dilaku lkan de lngan be lbe lrapa pelrtanyaan yang su ldah 

disiapkan, teltapi tidak melnultulp ke lmulngkinan mulncull pelrtanyaan baru l yang ada 

hulbulngannya de lngan pe lrmasalahan yang dite lliti yang me lndalam u lntulk 

melndapatkan keltelrangan ataul jawaban yang u ltulh de lngan re lsponde ln se lhingga data 

yang dipe lrolelh se lsulai delngan yang diharapkan di mana data tidak dapat dipe lrole lh 

de lngan te lknik pelngulmpullan data lainnya 

2. Prosedur  Pengolahan Data 

Data yang te lrkulmpu ll mellaluli kelgiatan pe lngulmpullan data yang ke lmuldian diprosels 

mellaluli pe lngolahan dan pelninjaulan data de lngan me llakulkan: 

a. Stuldi data, yaitu l data yang dipe lrole lh dipelriksa u lntulk me lnge ltahu li apakah masih 

telrdapat kelkulrangan ke lkulrangan dan kelsalahan kelsalahan, selrta apakah data 

telrse lbult se lsulai delngan pe lrmasalahan yang akan dibahas. 

b. Klasifikasi data, yaitu l pelnge llompokan data yang te llah di elvalu lasi melnulrult 

bahasanya masing-masing se lte llah dianalisis agar se lsulai de lngan pe lrmasalahan. 

c. Siste lmatisasi data, yaitu l mellaku lkan pelnyulsulnan dan pelne lmpatan data pada tiap 

pokok bahasan sistelmatis selhingga melmuldahkan pelmbahasan. 
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E. Analisis Data 

Se ltellah dilakulkan pelngulmpullan dan pe lngolahan data, kelmuldian dilakulkan analisis 

data-data yang dipe lrolelh, baik data primelr dan data selkulnde lr maulpuln data telrsielr, 

ke lmuldian disu lsuln dan diklarifikasikan se lrta dianalisis dan ditullis se lcara delskriptif 

de lngan maksu ld ulntulk dapat dipahami se lcara jellas dan telrpe lrinci selrta telrarah 

de lngan me lnggulnakan analisis ku lalitatif, dilakulkan de lngan cara me lngulraikan data 

yang dipe lrolelh dari hasil Pelne lliti dalam belntulk kalimat-kalimat yang disu lsuln 

se lcara sistelmatis, selhingga dapat dipelrolelh gambaran yang je llas telntang masalah 

yang akan ditelliti, selhingga ditarik sulatul ke lsimpullan delngan  belrpe ldoman pada cara 

be lrfikir indulktif, yaitu l sulatul cara belrfikir dalam melngambil kelsimpullan selcara 

ulmulm yang didasarkan atas fakta fakta yang be lrsifat khulsuls gulna me lnjawab 

pe lrmasalahan yang te llah dikelmulkakan. 
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V. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Be lrdasarkan hasil pelne llitian dan pelmbahasan yang te llah diulraikan maka dapat 

disimpullkan se lbagai belrikult:  

1. Pe lne lgakan hu lkulm te lrhadap tindak pidana bandar ju ldi toge ll be lrmulla pada 

tahap formullasi yang te llah diru lmulskan dalam Kitab U lndang-Ulndang Hulkulm 

Pidana Pasal (3) Ayat ke l (1). Se llanjultnya, masu lk ke l tahap aplikasi, dimullai 

dari kelpolisian yang me lnitik belratkan pada sifat prelve lntif ataul pelncelgahan 

de lngan me llakulkan patroli cybelr dan melmbe lrikan sosialisasi me lnge lnai 

pe lratulran pelrulndang-ulndangan pe lrjuldian bandar juldi toge ll kelpada 

masyarakat. Ke lmuldian, tahap telrse lbult be lrsifat relpre lsif delngan mellakulkan 

pe lnyidikan, pelnangkapan, dan pelnahanan, yang dilanjultkan olelh ke ljaksaan 

dalam mellaksanakan pelnulntultan, dan di pelngadilan olelh hakim yang 

melngadili dan me lmbelrikan pu ltulsan. Se llanjultnya, tahap e lkse lkulsi me lrulpakan 

pe llaksanaan hu lkulm se lcara konkrit yang te llah diteltapkan dalam pu ltulsan 

pe lngadilan olelh aparat pellaksanaan di lelmbaga pe lmasyarakatan. 

2. E lfelktivitas pe lnelgakan hu lkulm te lrhadap tindak pidana bandar juldi toge ll di 

Natar Lampu lng Se llatan telrbulkti elfe lktif. Hal ini dapat dilihat dari data kasu ls 
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pe lrjuldian yang me lngalami pe lnulrulnan dari tahuln 2018 sampai tahuln 2024. 

Ke lsimpullan ini melnulnjulkkan bahwa tindakan pe lne lgakan hu lkulm yang 

diimplelme lntasikan tellah belrhasil dalam melngulrangi inside ln pe lrjuldian, 

melnciptakan dampak positif te lrhadap masyarakat, dan me lndulkulng 

telrciptanya lingku lngan yang le lbih telratulr dan telrke lndali. 

B. Saran  

 

Adapuln saran yang akan dibe lrikan pelnullis belrkaitan delngan analisis 

pe lrtanggulngjawaban pidana bandar juldi toge ll di Natar Lampu lng Se llatan se lbagai 

be lrikult: 

1. Aparat pelne lgak hulkulm helndaknya melningkatkan koordinasi delngan pihak-

pihak telrkait yang ada baik pihak ke lpolisian maulpuln ke lme lntrian ataul 

lelmbaga te lrkait yang be lrkompe lteln agar dilakulkan pelmblokiran ataul 

pe lmultulsan aksels telrhadap welbsitel-we lbsitel yang melngandulng konte ln 

pe lrjuldian, dalam rangka ulpaya pe lnelgakan hu lkulm selbingga fu lngsi hu lkulm 

pidana dapat belrjalan delngan se lme lstinya 

2. Pe lrkulat eldulkasi, te lrapkan pelratulran ke ltat di se ltiap daelrah ulntu lk melngulrangi 

praktik pelrjuldian, melningkatkan elfe lktivitas pelne lgak hu lkulm, dan 

melnciptakan kelsadaran akan dampak ne lgatifnya  se lhingga dapat 

melngulrangi partisipasi dalam aktivitas telrse lbult.  
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